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ABSTRAK

Dalam tindak pidana korupsi, salah satu unsur penting yang harus terpenuhi adalah adanya
unsur kerugian keuangan negara secara rill sebagaimana dijelaskan pada Putusan MK Nomor
25/PUU-XIV/2016. Pada peraturan perundang-undangan, lembaga yang berwenang
melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan men-declare kerugian keuangan
negara adalah BPK. Pada perkembangannya, muncul Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012
dan diikuti dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Hasil Rumusan Kamar Pidana
yang memberikan lembaga lain selain BPK dapat melakukan penghitungan kerugian
keuangan negara. Sehingga berimplikasi pada hasil penghitungan kerugian keuangan negara
pada perkara tindak pidana korupsi. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini
adalah 1. Lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara pada
perkara tindak tindak pidana korupsi, 2. Bagaimanakah kewenangan penghitungan kerugian
keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Padang pada beberapa putusan Periode 2021-2023 Pasca Putusan MK Nomor 31/PUU-
X/2012, 3. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hasil penghitungan
kerugian keuangan negara yang dilakukan .oleh.audit. keuangan tertentu. Penelitian ini
menggunakan metode hukum nermatif dengan menggunakan: pendekatan melalui peraturan
perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach) yakni dari
sembilan putusan. PN Padang dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian
menunjukan lembaga yang memiliki kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah BPK, namun dengan adanya Putusan MK
Nomor 31/PUU-X/2012 lembaga lain dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan
negara. Kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Padang berdasarkan kasus yang dianalisis, selain BPK lembaga lain yang juga dapat
melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yakni BPKP dan Kejaksaan. Dasar
pertimbangan hakim merujuk pada kasus yang dianalisis ternyata hasil penghitungan lembaga
selain BPK sifatnya hanya opsional, ;jadi jika hakim tidak sependapat dengan hasil
penghitungan selain BPK, maka hakim dapat melakukan penghitungan sendiri kerugian
keuangan negara. Saran terhadap hasil penelitian ini adalah disarankan untuk membuat
pengaturan secara khusus untuk menetapkan lembaga yang menghitung kerugian keuangan
negara pada kasus tindak pidana korupsi untuk menghindari terjadinya perbedaan hasil
penghitungan kerugian keuangan negara dan pengulangan penghitungan jumlah kerugian
keuangan negara, sehingga akan tercapai kepastian hukum terkait dengan kerugian keuangan
negara secara rill.
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